
WALi KUTA LUBUKLINGGAU 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAL! KOTA 
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUKLINGGAU, 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat 

b . bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona 
Virus Disease 2019 diperlukan langkah-langkah cepat , 
tepat, focus , terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; 

c . bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerin Lah 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu ditctapkan 
Peraturan Wali kota Lubuklinggau tentang Perubahan 
Kedua alas Peraturan Wali kota Nomor 46 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No~1or 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones1aNomor 
4114); 



:2. Undang-Undung Numur 17 Tuhun 2003 tentung Keuungun 
NeRuru (Lemburnn Negnra Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomur 47, Tambulmn Lembarun Negara Republik 
lndunesiu. Nomur 4286); 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
Perbendaharuan NegHra (Lembaran Nc~gara 
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 5, Tambahun 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeloiaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) se bagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Um urn 
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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l 0. Peraturun Pcmcrintl:lh Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Pcrimb1:111gun (Lembaran Negura Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Pcruturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

l 9. Pe,aturon Menteril 



Menetapkan 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah {Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 249); 

22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Lubuklinggau; 

23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019); 

25. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2020 (Berita Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor2 8); 

26. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2020 {Serita Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau 
Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2020); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal i 



Pasal l 

An~garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berJumlah Rp.984.357.609.996,82 bertambah sejumlah 
Rp.201.827 .167.197,82 sehingga menjudi Rp. l.186.184.777.194,64 dengan 
rincian sebagui bcrikut : 

l. Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Bcrkurang) 

Jumlah Pendapatan 
setelah Perubahan 

2 . Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Belanja setelah 
Perubahan 
Surplus/ (Defisit) 
setelah Perubahan 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertambah/ 

(Berkurang) 
Jumlah Penerimaan 
setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

Rp.1.025 .633.468.103,00 
Rp. 164 .718.912.998,82 

Rp. 984.357.609.996,82 
Rp. 201.827.167.197,82 

Rp. 0,00 

Rp. 832.396.092,82 

1. Semula Rp. 41.275.858.106, 18 
2. Bertambah / 

(Berkurang) ( Rp. 36.275.858 .106, 18) 
Jurnlah Pengeluaran 
setelah Perubahan 

Jurnlah Pernbiayaan Netto setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 
Perubahan 

Pasal 2 

Rp.1.190.352.381 .101,82 

Rp. l.186.184.777.194,64 

Rp. 4.167.603 .907,18 

Rp. 832 .396.092,82 

Rp. 5 .000.000 .000,00 

(Rp. 4.167.603.907,18) 

Rp. 0,00 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nornor 8 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 pada Lampiran 1 Ringkasan APBD, Lampiran l.a Ringkasan 
APBD berdasarkan Rincian Obyek, Lampiran lI Penjabaran APBD pada 
Organisasi Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 31 



Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota Lubuklinggau ini dalam Serita Daerah. 

Diundangkan di Lubuklinggau 

Pada Tangga],, 8 ~r1\ Q.OU) 

Ditetapkan di Lubukliq.ggau. 
pada tanggal,. i Ari\ ;2.olO t WALi KOTA UBUKLING?Auf', 

4- H. SN. PRA PUTRA SOHE 

4 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

BERi A DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 9 


